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 Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara regulasi dan praktik Good 
Corporate Governance (GCG) pada fintech syariah serta implikasinya 
terhadap keberlanjutan industri. Penelitian dilakukan dengan metode 
studi kepustakaan melalui analisis dokumen regulasi, fatwa, dan literatur 
akademik yang diterbitkan pada periode 2014–2025. Temuan 
menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, 
implementasi GCG pada fintech syariah belum sepenuhnya optimal. 
Tantangan utama meliputi keterbatasan kompetensi Dewan Pengawas 
Syariah (DPS), rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku industri, 
dan lemahnya mekanisme pengendalian internal. Kesenjangan ini 
berdampak pada meningkatnya risiko reputasi serta berpotensi 
menghambat keberlanjutan fintech syariah. Oleh karena itu, diperlukan 
penguatan tata kelola berbasis prinsip transparansi, akuntabilitas, dan 
kepatuhan syariah yang terintegrasi dengan aspek Environmental, Social, 
and Governance (ESG). Kajian ini berkontribusi dengan memberikan 
perspektif normatif sekaligus praktis mengenai urgensi harmonisasi 
regulasi dan implementasi GCG dalam membangun ekosistem fintech 
syariah yang berkelanjutan. 
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 This study examines the gap between regulations and Good Corporate 

Governance (GCG) practices in Islamic fintech and its implications for 
industry sustainability. The study was conducted using a literature 
review method through analysis of regulatory documents, fatwas, and 
academic literature published between 2014 and 2025. The findings 
indicate that despite the availability of a regulatory framework, GCG 
implementation in Islamic fintech is not yet fully optimal. Key challenges 
include the limited competence of the Sharia Supervisory Board (SSB), 
low sharia literacy among industry players, and weak internal control 
mechanisms. This gap increases reputational risk and has the potential 
to hinder the sustainability of Islamic fintech. Therefore, strengthening 
governance based on the principles of transparency, accountability, and 
sharia compliance, integrated with Environmental, Social, and 
Governance (ESG) aspects, is necessary. This study contributes by 
providing both normative and practical perspectives on the urgency of 
harmonizing regulations and implementing GCG in building a 
sustainable Islamic fintech ecosystem. 
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1. PENDAHULUAN  

Perkembangan teknologi keuangan digital (fintech) di Indonesia mengalami pertumbuhan yang 
sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Sebanyak 101 perusahaan fintech P2P Lending telah terdaftar 
dan mendapatkan izin dari OJK per 31 Maret 2024, yang menandakan masifnya pertumbuhan fintech 
[29]. Dari jumlah tersebut, sebagian mulai mengembangkan model bisnis berbasis syariah untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Dengan 
populasi muslim yang besar di Indonesia, fintech syariah memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan 
di masa depan [1]. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi Fintech Pendanaan 
Bersama Indonesia (AFPI), jumlah penyelenggara fintech syariah terus meningkat seiring dengan 
meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah 
[2]. Fintech syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis 
akad syariah, sehingga diyakini mampu memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi umat [3]. 
Namun seiring berkembangnya fintech syariah, hal tersebut menimbulkan tantangan bagi regulator 
untuk menyusun kerangka hukum yang sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan teknologi [4]. 

Penerapan prinsip GCG dalam fintech syariah menjadi krusial karena berkaitan langsung dengan 
kepercayaan pengguna dan keberlanjutan bisnis [5] . Pengembangan fintech syariah menghadapi 
tantangan utama pada aspek tata kelola, khususnya transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan syariah. 
[6], menegaskan bahwa meskipun fintech mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi, 
penerapannya dalam keuangan Islam masih terhambat oleh kesenjangan regulasi, keterbatasan 
infrastruktur, serta kerangka kepatuhan syariah yang belum matang. Implementasi GCG dalam fintech 
syariah tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga meningkatkan 
efisiensi operasional dan mengurangi risiko reputasi. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, 
dan keadilan dalam setiap aspek bisnisnya, fintech syariah dapat membangun kepercayaan yang lebih 
kuat dengan para pemangku kepentingan, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum [7]. 
Selain itu, tata kelola yang baik juga dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan dalam 
industri fintech syariah. Dengan struktur manajemen yang kuat dan pengawasan yang efektif, 
perusahaan dapat lebih mudah mengidentifikasi peluang pasar baru dan mengembangkan produk 
keuangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Muslim, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip 
syariah. 

Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada lembaga jasa keuangan di Indonesia 
telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 2/POJK.05/2014, yang menekankan 
pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran 
dalam setiap aspek operasional lembaga jasa keuangan (OJK, 2014). DSN-MUI merekomendasikan 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam lembaga keuangan syariah. Berdasarkan Peraturan Bank 
Indonesia No. 11/33/PBI/2009, DPS memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan GCG, seperti 
pengawasan operasional dan kepatuhan syariah serta koordinasi dengan audit internal dan eksternal. 
DPS telah terbukti memiliki dampak positif terhadap profitabilitas dan kecukupan modal, serta 
berkontribusi menurunkan risiko pembiayaan bermasalah [10]. Selain itu, efektivitas DPS juga terbukti 
berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada bank syariah 
di Indonesia. Hal ini disebabkan karena DPS tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip 
syariah, tetapi juga mendorong praktik yang lebih transparan, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan 
[9].  
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Meskipun regulasi terkait penerapan GCG telah diberlakukan (PBI, POJK, dan rekomendasi 
DSN-MUI), implementasinya dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan di Indonesia. Studi 
oleh Trinita [10] menunjukkan adanya hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan 
dengan bank konvensional, keterbatasan SDM kompeten, serta kurangnya harmonisasi antara hukum 
syariah dan hukum positif nasional [10]. Temuan oleh Hendra et al., [11] juga menegaskan bahwa 
meskipun GCG dapat mencegah fraud melalui sistem pengawasan internal, transparansi pelaporan, dan 
peran aktif DPS dengan audit komite independen, praktik GCG seringkali hanya bersifat formal dan 
belum diimplementasikan dengan konsisten. Selain itu, riset oleh Rosidi et al.,[12] menunjukkan bahwa 
struktur ICG yang kuat memang berpotensi menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (NPF), tetapi 
efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan. 

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis kesenjangan antara regulasi 
dan implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada fintech syariah di Indonesia. 
Meski regulasi terkait tata kelola telah dituangkan melalui POJK, PBI, serta rekomendasi DSN-MUI, 
implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan transparansi, akuntabilitas, 
dan kepatuhan syariah. Permasalahan tersebut yang mendasari penelitian ini, untuk mengetahui sejauh 
mana regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dalam operasional fintech syariah. 
Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara 
regulasi dan praktik, menggali faktor penghambat implementasi GCG, serta memberikan rekomendasi 
perbaikan tata kelola agar fintech syariah mampu tumbuh secara berkelanjutan, akuntabel, dan tetap 
sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  
 
2. METODE  

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik 
Good Corporate Governance (GCG) dan penerapannya pada fintech syariah. Metode ini dipilih karena 
penelitian lebih berfokus pada analisis konseptual, normatif, dan teoritis mengenai kesenjangan antara 
regulasi dan implementasi GCG di Indonesia, sehingga data yang digunakan berasal dari dokumen 
resmi, jurnal ilmiah, buku, laporan tahunan, dan peraturan perundang-undangan terkait. Sumber data 
utama dalam penelitian ini adalah literatur sekunder, yang mencakup artikel jurnal terindeks Scopus 
maupun Sinta, buku-buku yang relevan, laporan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan Bank 
Indonesia (PBI), serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Data juga 
diperoleh dari laporan penelitian sebelumnya yang membahas GCG pada lembaga keuangan syariah 
dan fintech. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif, yaitu hanya literatur yang berkaitan langsung 
dengan tema GCG, regulasi, dan implementasi di sektor fintech syariah. Data dianalisis menggunakan 
metode analisis isi (content analysis) dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan 
menginterpretasikan gagasan utama dari berbagai sumber pustaka. Analisis dilakukan secara deskriptif-
analitis, yakni dengan memaparkan konsep GCG secara umum, kemudian membandingkan regulasi 
yang berlaku di Indonesia dengan implementasi GCG di lembaga keuangan syariah, khususnya fintech 
syariah. Dari analisis tersebut diharapkan dapat ditemukan kesenjangan regulasi dan praktik di lapangan 
serta rekomendasi penguatan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah dan perkembangan 
teknologi. 
 
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
3.1 Good Corporate Governance 
  Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 
perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan secara 
berkesinambungan. Suatu sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi 
pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
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independensi, dan kewajaran disebut dengan GCG [27]. Dengan kata lain, GCG berfungsi sebagai 
mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan 
bertanggung jawab, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik sekaligus daya saing perusahaan. 
Penerapan GCG didasarkan pada prinsip-prinsip yang diakui secara internasional, yaitu transparansi 
(transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibility), independensi 
(independency), dan kewajaran (fairness). Transparansi menekankan pada keterbukaan informasi yang 
material dan relevan; akuntabilitas berkaitan dengan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban manajemen; responsibilitas menuntut perusahaan mematuhi peraturan serta 
melaksanakan tanggung jawab sosial; independensi menekankan pengelolaan perusahaan yang bebas 
dari benturan kepentingan; sementara kewajaran menekankan perlakuan yang adil terhadap seluruh 
pemangku kepentingan. Kelima prinsip ini merupakan fondasi penting bagi perusahaan dalam menjaga 
kepercayaan publik dan membangun praktik bisnis yang sehat dan berkelanjutan [13]. 
 
3.2   Regulasi Fintech Syariah 
  Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia telah mendapatkan payung 
hukum yang cukup komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan 
Tata Kelola Bagi Bank Umum menekankan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Regulasi tersebut bertujuan agar perusahaan untuk 
memiliki struktur tata kelola yang jelas, sistem pengendalian internal yang kuat, serta mekanisme 
pengawasan yang efektif. Selain itu, keberadaan regulasi ini juga memiliki tujuan untuk meningkatkan 
kepercayaan publik, memperkuat integritas pasar, dan memastikan stabilitas sistem keuangan nasional. 
  Pada lembaga keuangan syariah, regulasi juga diwujudkan oleh PBI No. 11/33/2009 yang 
mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur tata 
kelola syariah [10]. Selain itu, OJK telah mencatat posisi penting DPS dalam fintech syariah, meski 
tantangan seperti keterbatasan SDM dan persepsi DPS sebagai pelengkap masih sering terjadi dalam 
praktiknya [14] . Regulasi fintech di Indonesia diatur melalui POJK No. 13/2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital dan POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi 
Informasi, serta diperkuat dengan berbagai SEOJK seperti No. 20/2019 tentang mekanisme pencatatan 
dan No. 21/2019 mengenai regulatory sandbox yang menekankan aspek tata kelola dan perlindungan 
konsumen. Meski regulasi ini sudah mengatur landasan formal, aspek implementasi di sektor fintech 
syariah masih menghadapi kendala, menandakan pentingnya penelitian mengenai kesenjangan antara 
regulasi dan praktik di lapangan. 
 
3.2.1 Regulasi Good Corporate Governance (GCG) pada Fintech Syariah 
  Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) di Indonesia telah memiliki landasan 
hukum yang relatif komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK No. 21/POJK.04/2015 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan 
Tata Kelola bagi Bank Umum menegaskan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Regulasi ini secara normatif bertujuan memperkuat 
struktur tata kelola, meningkatkan sistem pengendalian internal, serta memperluas mekanisme 
pengawasan sehingga dapat menjaga integritas pasar dan stabilitas sistem keuangan nasional. Dalam 
lembaga keuangan syariah, pengaturan tata kelola diperkuat dengan PBI No. 11/33/2009 yang 
mewajibkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai bagian integral dari struktur 
manajemen. DPS tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan syariah, tetapi juga memiliki peran 
strategis dalam mengurangi risiko operasional dan memperkuat legitimasi lembaga [10]. Namun, 
penelitian menunjukkan bahwa efektivitas DPS dalam praktik masih menghadapi tantangan, seperti 
keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dan kecenderungan dipersepsikan hanya sebagai 
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pelengkap struktur kelembagaan [14]. Penelitian oleh Ridwan & Mayapada [9], menunjukkan bahwa 
efektivitas DPS berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial 
perusahaan (CSR). Temuan penelitian [15], mendukung temuan penelitian sebelumnya dan menemukan 
bahwa penerapan GCG pada Bank Syariah Indonesia TBK tahun 2021-2023 sudah sesuai regulasi OJK. 
Hal ini dibuktikan bahwa transparansi laporan dan kepatuhan syariah BSI tersebut merupakan hasil dari 
efektivitas pengawasan dan konsistensi dari DPS.  
  Pada sektor fintech, regulasi GCG dituangkan melalui POJK No. 13/2018 tentang Inovasi 
Keuangan Digital dan POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi 
Informasi. Aturan ini diperkuat oleh sejumlah SEOJK, seperti SEOJK No. 20/2019 mengenai 
mekanisme pencatatan dan SEOJK No. 21/2019 tentang regulatory sandbox. Seluruh regulasi tersebut 
dirancang untuk memperkuat tata kelola serta menjamin perlindungan konsumen dalam ekosistem jasa 
keuangan digital. Namun, hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, 
implementasinya di sektor fintech syariah belum berjalan optimal. Keterbatasan pengawasan, minimnya 
literasi syariah di kalangan pelaku, dan kesenjangan antara prinsip normatif dengan realitas praktik 
masih menjadi hambatan yang signifikan. Kondisi ini mengindikasikan adanya regulatory gap yang 
perlu diatasi agar tata kelola fintech syariah tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar efektif 
dalam menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan industri. Selain regulasi sektoral tersebut, 
pemerintah juga memperkuat dasar hukum tata kelola keuangan melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 
2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Regulasi ini memperluas 
kewenangan OJK dalam pengawasan fintech dan mempertegas pentingnya tata kelola syariah dalam 
ekosistem keuangan digital. Dengan demikian, secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka 
hukum yang cukup memadai untuk mendukung penerapan GCG, baik di sektor perbankan syariah 
maupun fintech syariah. Namun, kerangka hukum ini lebih menekankan aspek normatif, sehingga masih 
memerlukan pengujian melalui praktik implementasi di lapangan.  
 
3.2.2 Implementasi Good Corporate Governance (GCG) pada Fintech Syariah 
  Meski regulasi GCG untuk fintech syariah sudah ada, praktik implementasinya masih 
menghadapi tantangan nyata. Lutfiah, [16] menemukan bahwa implementasi fintech syariah terkendala 
oleh kompleksitas regulasi, keterbatasan modal, serta minimnya kolaborasi antara regulator dan pelaku 
usaha. Agustina & Faizah [18],, menyoroti rendahnya literasi keuangan syariah dan adanya stigma 
negatif terhadap fintech yang memperburuk adopsi pengguna, sehingga kepercayaan publik belum 
optimal. Alfathimi et al., [17], menambahkan permasalahan teknologi, risiko siber, serta absennya 
undang-undang wajib khusus untuk fintech syariah sebagai hambatan signifikan dalam penerapan GCG. 
Studi perbandingan oleh Fahamsyah et al., [19], juga mengungkap bahwa regulasi fintech syariah di 
Indonesia saat ini masih bercampur dengan kebijakan konvensional, sehingga menyebabkan kerancuan 
hukum dan kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik dan jelas. 
  Selain itu, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku maupun konsumen 
menyebabkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas sering kali hanya bersifat formalitas. 
Beberapa penelitian juga menemukan bahwa DPS di fintech syariah cenderung hanya dijadikan 
pelengkap struktur organisasi, tanpa diberikan peran aktif dalam pengawasan maupun pengambilan 
keputusan strategis [14]. Akibatnya, meskipun secara regulatif GCG sudah diatur dengan jelas, 
implementasinya masih belum konsisten dan menyisakan kesenjangan dengan prinsip-prinsip normatif 
yang ditetapkan regulator. Praktik implementasi GCG yang belum optimal ini berdampak pada risiko 
reputasi dan kepercayaan publik. Misalnya, kasus-kasus terkait keterlambatan pembayaran di platform 
P2P lending syariah atau kurangnya transparansi dalam akad pembiayaan digital menunjukkan bahwa 
masih ada jarak antara regulasi dengan kenyataan operasional di lapangan. Hal ini menunjukkan 
pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi keuangan syariah, serta peran aktif 
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DPS agar implementasi GCG tidak hanya berhenti pada tataran formal, melainkan benar-benar menjadi 
instrumen yang melindungi konsumen dan mendukung keberlanjutan industri fintech syariah. 
 
3.2.3 Kesenjangan antara Regulasi dan Praktik 
  Secara normatif, kerangka regulasi mengenai tata kelola fintech di Indonesia telah dibangun 
melalui sejumlah perangkat hukum yang relatif komprehensif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
menerbitkan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital yang menempatkan 
layanan fintech dalam pengawasan regulasi (OJK, 2018), serta POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang 
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (OJK, 2016) yang secara eksplisit 
mengatur tata kelola, transparansi, mitigasi risiko, dan perlindungan konsumen. Lebih lanjut, penguatan 
regulasi hadir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor 
Keuangan (UU PPSK) yang memperluas mandat OJK dalam mengawasi inovasi keuangan digital, 
termasuk penyelenggara fintech berbasis syariah. Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, 
implementasi di tingkat industri masih menunjukkan adanya kesenjangan. Tantangan yang muncul 
antara lain terkait kualitas pelaporan, konsistensi penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta 
keterbatasan pengendalian internal pada sebagian besar penyelenggara fintech syariah. Termasuk dalam 
konteks fintech syariah, kepatuhan terhadap prinsip syariah menuntut peran Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) yang lebih substansial. Kesenjangan ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum cukup 
untuk menjamin tata kelola yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme financial compliance 
yang efektif agar prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat benar-benar terwujud [20]. Penelitian oleh 
[21], melalui analisis bibliometrik menekankan bahwa riset mengenai Islamic corporate governance 
masih terbatas pada aspek normatif, sementara studi aplikatif terkait fintech syariah dan efektivitas 
Dewan Pengawas Syariah (DPS) relatif jarang dilakukan, sehingga kesenjangan antara regulasi dan 
praktik semakin nyata.  
  OJK menerbitkan SEOJK No. 1/2024 untuk memperbaiki kelemahan tersebut dengan 
mewajibkan pelaporan granular berbasis data, sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan 
mitigasi risiko. Namun, mekanisme regulatory sandbox yang dirancang untuk menguji inovasi fintech 
masih menghadapi kritik, terutama karena keterbatasan pendampingan pasca-uji coba sehingga transfer 
praktik terbaik belum berjalan optimal [28]. Selain regulator, asosiasi industri seperti Asosiasi Fintech 
Indonesia (AFTECH) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) turut berperan dalam 
memperkuat implementasi GCG. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyusunan pedoman tata kelola, 
program edukasi literasi keuangan, serta forum nasional seperti Indonesia Fintech Summit & Expo 
(IFSE) 2024 yang menekankan pentingnya kepercayaan digital dan perlindungan konsumen. Namun 
demikian, efektivitas inisiatif tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas tata kelola internal masing-
masing platform, tingkat literasi pengguna, serta peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan 
demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia, kemampuan penyelenggara dalam 
menerapkan prinsip-prinsip GCG belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif. 
  Kesenjangan antara regulasi dan praktik GCG dalam fintech syariah menimbulkan implikasi 
serius terhadap keberlanjutan industri. Risiko reputasi meningkat apabila aspek transparansi biaya, 
kejelasan akad, serta pengungkapan risiko tidak dijalankan secara konsisten. Risiko reputasi meningkat 
ketika aspek transparansi biaya, kejelasan akad, serta pengungkapan risiko tidak dijalankan secara 
konsisten. Hal ini sejalan dengan temuan [22] yang menunjukkan bahwa keterkaitan antara tata kelola 
perusahaan, tanggung jawab sosial, dan kinerja keuangan dapat membentuk model bisnis yang lebih 
etis, sehingga implementasi GCG yang konsisten pada fintech syariah menjadi faktor penting bagi 
keberlanjutan industri. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan regulatif, tetapi juga 
dengan reputasi jangka panjang perusahaan. (Fani et al. 2025) menegaskan bahwa penguatan GCG yang 
terintegrasi dengan praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) berperan penting dalam 
meningkatkan reputasi sekaligus memastikan keberlanjutan perusahaan, yang juga relevan dalam 



IJEMA : Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting     E-ISSN : 3032-0550 
Vol. 2, No. 12 Desember 2025, Hal 3058-3066        P-ISSN : 3032-1891 
 

Page  3064 
Journal Homepage : https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema 

konteks fintech syariah. Implementasi GCG yang efektif pada fintech syariah tidak hanya menjawab 
tuntutan regulasi, tetapi juga memperkuat daya saing industri dalam jangka panjang. 
  Tingkat kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penentu keberlanjutan. Penelitian oleh Zhao 
et al [23] menegaskan bahwa transparansi dan perlindungan konsumen dalam industri keuangan digital 
merupakan faktor kunci yang menentukan keberlanjutan ekosistem fintech. Dalam konteks fintech 
syariah, hal ini semakin krusial karena kepercayaan publik tidak hanya menyangkut aspek keamanan 
finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan regulatif yang konsisten 
terbukti menjadi faktor penentu dalam keberlanjutan industri jasa keuangan. Studi oleh [24] 
menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang kuat mampu menekan praktik penyalahgunaan, 
meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkuat stabilitas jangka panjang. Dalam konteks fintech 
syariah, penerapan GCG yang tidak hanya berorientasi pada formalitas, tetapi juga pada substansi, dapat 
meningkatkan kredibilitas di mata regulator sekaligus memperkuat posisi industri dalam ekosistem 
keuangan digital nasional. 
  Dalam konteks perlindungan konsumen, penelitian oleh [25] menemukan bahwa tingkat 
kepercayaan konsumen terhadap layanan keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh transparansi 
informasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kejelasan akad. Apabila aspek ini diabaikan, maka 
risiko reputasi akan meningkat dan pada akhirnya dapat menurunkan loyalitas pengguna. Oleh karena 
itu, tata kelola yang baik dalam fintech syariah harus diiringi dengan strategi perlindungan konsumen 
yang komprehensif. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak hanya terbatas pada memastikan 
kepatuhan akad, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan. 
Penelitian oleh (Chong 2021) menegaskan bahwa efektivitas DPS berkontribusi langsung terhadap 
kepercayaan publik, yang menjadi kunci keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Selain itu, 
keberlanjutan fintech syariah juga erat kaitannya dengan kemampuan industri dalam mengintegrasikan 
inovasi teknologi ke dalam praktik tata kelola. Fintech hanya dapat berkembang berkelanjutan apabila 
didukung oleh sistem tata kelola risiko yang mampu mengantisipasi tantangan teknologi, seperti 
serangan siber dan manipulasi data [26]. Bagi fintech syariah, tantangan ini semakin kompleks karena 
harus memastikan bahwa seluruh inovasi digital tetap sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan 
kepatuhan syariah. 
 
4.   KESIMPULAN 
  Penelitian ini menemukan bahwa penerapan GCG pada fintech syariah di Indonesia masih 
menghadapi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Regulasi melalui POJK, PBI, UU PPSK, serta 
rekomendasi DSN-MUI telah memberikan kerangka hukum yang memadai, namun implementasi di 
lapangan belum optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan 
sumber daya manusia, lemahnya pengawasan, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur 
fintech syariah secara detail. Kesenjangan ini menimbulkan risiko reputasi, lemahnya perlindungan 
konsumen, serta mengurangi kepercayaan publik terhadap industri. Oleh karena itu, diperlukan 
penguatan tata kelola melalui tiga hal utama: (1) peningkatan kapasitas kelembagaan dan efektivitas 
peran Dewan Pengawas Syariah, (2) peningkatan literasi keuangan syariah baik pada pelaku maupun 
konsumen, dan (3) harmonisasi regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial 
digital berbasis syariah. Upaya ini diharapkan dapat mendorong penerapan GCG yang tidak hanya 
bersifat formalitas, tetapi juga substantif, sehingga fintech syariah mampu berkontribusi secara 
berkelanjutan terhadap stabilitas keuangan nasional dan pembangunan ekonomi umat. 
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